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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

 Praktik jual-beli merupakan bentuk interaksi antara penjual dan pembeli yang 

tidak hanya melibatkan pertukaran barang dan jasa, tetapi juga mencakup sistem 

pembayaran sebagai alat ukur nilai dan syarat sah dalam suatu transaksi. Sistem 

pembayaran memegang peran penting karena menjadi instrumen utama dalam 

penyelesaian kewajiban finansial antar pihak yang bertransaksi.1 

 Pembayaran dapat dilakukan secara tunai (cash), yaitu langsung 

menggunakan uang fisik pada saat transaksi berlangsung, maupun secara non-tunai, 

seperti melalui transfer bank, QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard), 

kartu kredit, dompet digital, dan metode pembayaran lain yang disepakati kedua 

belah pihak. Fleksibilitas dalam metode pembayaran ini mencerminkan bahwa 

sistem ekonomi senantiasa berkembang seiring kemajuan teknologi serta kebutuhan 

masyarakat akan transaksi yang lebih efisien dan aman.2 

Perkembangan teknologi di Indonesia semakin maju dan mendominasi 

aktivitas manusia yang mempermudah pekerjaan agar lebih efektif dan efisien. hal 

ini dikarenakan adanya E-Commerce, transportasi online, e-money, bahkan sistem 

alat pembayaran melalui aplikasi dompet digital atau E-wallet dan lainnya yang 

 
 1 Rahmawati, S., & Wijaya, A. (2023). "Dinamika Interaksi Ekonomi dalam Transaksi Jual-

Beli: Perspektif Sosiologi Ekonomi." Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia, 8(2), 145-162. 

 2 Sari, M., & Siregar, E. (2020). Sistem Pembayaran dalam Transaksi Jual Beli Perspektif 

Ekonomi Syariah. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, 5(1), hlm. 45–56. 
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semuanya dikemas dalam bentuk elektronik. Saat ini, pembayaran elektronik (e-

payment) umumnya dilakukan dengan dua cara, yaitu: 

1. Menggunakan kartu fisik berbasis chip (chip-based). 

2. Menggunakan server sebagai basis utama (server-based), yang dikenal 

dengan dompet elektronik atau E-wallet.3  

 Seiring dengan pergeseran dari transaksi berbasis tunai (cash-based) ke 

transaksi non-tunai (non-cash), penggunaan instrumen pembayaran digital semakin 

luas. Instrumen non-tunai yang umum digunakan di antaranya adalah kartu debit, 

kartu kredit, dompet elektronik, dan QRIS. QRIS sebagai metode pembayaran non-

tunai kini menjadi salah satu alat pembayaran yang paling banyak digunakan di 

Indonesia. Penggunaan e-money pada umumnya dipengaruhi oleh banyak faktor, 

diantaranya yaitu persepsi kemudahan, persepsi manfaat, persepsi kegunaan, 

persepsi keamanan, lingkungan, fitur layanan, daya tarik, tingkat pemahaman, serta 

pendapatan.4 

 Electronic Wallet merupakan salah satu bentuk dari perkembangan Fintech. 

E-wallet merupakan layanan elektronik untuk menyimpan data instrumen 

pembayaran antara lain sebagai alat pembayaran dengan menggunakan kartu 

dan/atau uang elektronik, yang dapat juga menampung dana, untuk melakukan 

pembayaran. Sistem keuangan yang ditawarkan oleh dompet elektronik yang ada di 

 
 3Rizky Anasrullah Saqib, “Pengaruh Perceived Usefullnes, Perceived Ease of Use, Structural 

Assurance and Social Influence Terhadap Intention to Reuse Dimediasi oleh Trust”, Jurnal Ilmiah 

Mahasiswa FEB, Vol.7, No.2, (2019): hlm. 1-18. 

 4Wibowo Ferry Setyo dkk, “Pengaruh Persepsi Manfaat, Persepsi Kemudahan, Fitur Layanan 

dan KepercayaanTerhadap Minat Penggunaan E-Money Card”, Jurnal Riset Manajemen Sains 

Indonesia (JRMSI), Vol.6, No.1, (2015): hlm. 441. 
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Indonesia diawasi langsung oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).5 

 QRIS (Quick Response Code Indonesia Standard) merupakan sistem 

pembayaran non tunai yang menggunakan kode QR (Quick Response) sebagai 

media transaksi. Saat ini, pembayaran dengan QRIS (Quick Response Code 

Indonesia Standard) merupakan pembayaran yang paling banyak digunakan, 

penggunaan QRIS (Quick Response Code Indonesia Standard) menjadi point 

penting dikehidupan digital.6 Pada Penggunaan QRIS sendiri juga memudahkan 

pelaku usaha dalam menerima jenis metode pembayaran yang dipakai, karena 

dengan 1 kode QRIS (Quick Response Code Indonesia Standard) di merchant bisa 

digunakan untuk menscan menggunakan Aplikasi elektronik seperti m-banking 

serta aplikasi E-wallet yaitu Link Aja, Gopay, OVO, DANA dan ShopeePay.7 

 Setiap bisnis atau pedagang memiliki kode QR (Quick Response) unik yang 

dapat dipindai menggunakan aplikasi pembayaran digital atau E-wallet yang 

kompatibel. Ketika pembeli melakukan pembayaran, Pembeli hanya perlu 

memindai kode QR (Quick Response) pedagang dengan aplikasi pembayaran digital 

pada smartphone pembeli. Setelah itu, pembeli (konsumen) dapat memasukkan 

jumlah pembayaran yang sesuai dan mengkonfirmasi transaksi. Pembayaran 

kemudian akan diproses secara elektronik, mentransfer dana dari rekening pembeli 

 
 5Lissa Rosdiana Noer dkk, “Analisis Loyalitas Pengguna Electronic Wallet Terhadap 

Kemanan Transaksi, SEWAGATI” Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat – DRPM ITS Vol. 4 No. 2 

2020, hlm 88 

 6 Yonski Umbu Kudu dkk, Efektivitas Penggunaan Payment QRIS Pada Transaksi Penjualan 

Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah, Juremi: Jurnal Riset Ekonomi, Vol.3 No.2 September 2023, hlm. 

196 

 7 Tri Yuliati dan Tri Handayani, Pendampingan Penggunaan Aplikasi Digital QRIS Sebagai 

Alat Pembayaran Pada Umkm, Communnity Development Journal, Vol. 2, No.3 November 2021, hlm. 

815 
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ke rekening pedagang. 

 
Gambar 1. Tata cara pembayaran QRIS 

 

 Cara pembayaran QRIS sangatlah mudah. Pengguna bisa mengunduh dan 

melakukan registrasi di salah satu aplikasi E-wallet seperti Gopay, OVO, DANA, 

dan lainnya. Apabila pengguna telah melakukan registrasi dan Top Up Saldo, 

pengguna dapat langsung menggunakan QRIS (Quick Response Code Indonesia 

Standard) untuk melakukan transaksi non-tunai. Ada 2 metode pembayaran QRIS, 

pertama yaitu Merchant Presented Mode dimana QR Code diberikan oleh merchant 

atau toko sedang melakukan transaksi, baik itu di tent card yang ada di meja kasir, 

maupun di alat pemindai QR Code yang disediakan oleh penyedia QR Code, atau 

dari struk transaksi. Selain itu, cara pembayaran yang kedua yaitu Customer 

Presented Mode dimana Customer yang menunjukkan QRIS di HP untuk dapat di-

scan oleh kasir menggunakan alat scanner yang disediakan oleh penyedia 

pembayaran QR Code.8 

 
 8Alfi Shafira Khairunnisa, “Go Digital! Mahasiswa Undip Kenalkan QRIS ke Masyarakat” 

(https://www.kompasiana.com/alfishafira7524/610970b9b337b37c5b2c5412/go-digital-mahasiswa-

undip-kenalkan-QRIS-ke-masyarakat diakses pada 23 Januari 2025, 19.50 wib) 

https://www.kompasiana.com/alfishafira7524/610970b9b337b37c5b2c5412/go-digital-mahasiswa-undip-kenalkan-qris-ke-masyarakat
https://www.kompasiana.com/alfishafira7524/610970b9b337b37c5b2c5412/go-digital-mahasiswa-undip-kenalkan-qris-ke-masyarakat
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 Keuntungan utama dari QRIS adalah kemudahan bagi produsen maupun 

konsumen yaitu dapat menggunakan aplikasi pembayaran digital yang berbeda-

beda untuk melakukan transaksi dengan pembayaran yang cepat, tepat dan aman 

mendukung transformasi digital pada bidang bisnis.9 

 QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) merupakan salah satu 

bentuk alat pembayaran utama yang berkembang pesat di tengah masyarakat. Saat 

ini, penggunaan uang elektronik (e-money) semakin meluas dan diminati oleh 

berbagai kalangan. Perkembangan e-money di Indonesia sendiri merupakan 

implementasi dari Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT), yang bertujuan untuk 

meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam melakukan transaksi 

keuangan melalui sistem pembayaran non tunai.10 Seperti Cashless 

 Transaksi tanpa uang tunai (cashless) merujuk pada kegiatan pembayaran 

yang tidak lagi menggunakan uang fisik, melainkan melalui pertukaran informasi 

keuangan secara digital. Dalam praktik sehari-hari, masyarakat semakin jarang 

menggunakan uang tunai dan beralih ke bentuk uang digital. Salah satu sistem 

pembayaran yang saat ini banyak digunakan adalah metode pemindaian kode QR 

(Quick Response). QR Code merupakan kumpulan kode yang mengandung 

informasi seperti identitas pedagang atau pengguna, nominal pembayaran, dan/atau 

jenis mata uang, yang dapat diakses melalui perangkat tertentu untuk memfasilitasi 

 
 9Bobby Setiawan, “Investigasi Behavioral Intention Pada Sistem Pembayaran QRIS di 

Merchant UMKM” Jurnal Teknik Informatika dan Sistem Informasi, Vol. 9, No. 4, Desember 2022, hlm. 

3468 

 10Ari Syarifudin, “Pengaruh Keamanan Dan Kemudahan Penggunaan Terhadap Minat 

Mahasiswa Untuk Menggunakan Dompet Elektronik (E-Wallet) (Studi Kasus Pada Mahasiswa Fakultas 

Syariah Dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon)” (IAIN Syekh Nurjati Cirebon 2021) 

https://www.dbs.id/digibank/id/id/tabungan/fitur-aplikasi/qris?pid=id_bh_digibank_seo_digibank_01022024
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proses transaksi pembayaran.11 

 

 

 

 

Gambar 2. Kode QR/QRIS 

 Fungsi utama dari kode QR (Quick Response) dapat dengan mudah dibaca 

oleh pemindai. Teknologi QR Code pertama kali diperkenalkan melalui media 

KOMPAS dan kini telah menjadi salah satu alternatif dalam proses transaksi digital, 

selain metode yang telah ada sebelumnya. Seiring perkembangan waktu, 

penggunaan QR Code semakin meluas dan diadopsi oleh berbagai sektor, 

mengingat sistem ini telah menjadi metode pembayaran yang dinilai efektif. Kode 

QR memberikan kemudahan bagi masyarakat, baik sebagai pengguna maupun 

konsumen, karena transaksi dapat diselesaikan secara praktis hanya dengan satu 

kali pemindaian.12 Kode QR (Quick Response) diatur juga dalam Peraturan Anggota 

Dewan Gubernur Nomor 21/ 18 /Padg/2019 Tentang Implementasi Standar 

Nasional Quick Response Code Untuk Pembayaran. 

 Transformasi menuju sistem digital (digitalisasi) telah membawa perubahan 

dalam berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam sistem pembayaran. 

Sistem pembayaran memiliki peran sentral dalam suatu negara karena berpengaruh 

 
 11 Ahmad Farhan dan Aishwari Wardani Shifa, “Penggunaan Metode Pembayaran QRIS Pada 

Setiap UMKM di Era Digital” Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN), Vol. 4 

No.2, Juni 2023, hlm 1199  

 12Jon Riko Silaban dan Lukmanul Hakim, “Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap 

Konsumen Tentang Efisiensi Pembayaran Digital (QRIS) (Studi pada Otoritas Jasa Keuangan Kantor 

Perwakilan Lampung)” JLEB: Journal of Law Education and Business, Vol. 2 No. 1 April 2024, hlm. 

395 
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besar terhadap kemajuan dan pertumbuhan ekonomi nasional. 13  

 Efisiensi suatu sistem pembayaran tercermin dari kemampuan suatu negara 

dalam meminimalkan biaya untuk mendapatkan manfaat serta kelancaran 

mekanisme aktivitas perdagangan, karena sistem ini melibatkan alat pembayaran 

sebagai media transaksi dalam siklus ekonomi.14  

 Melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/23/PBI/2020 tentang Sistem 

Pembayaran (selanjutnya disebut “PBI 22/23/PBI/2020”) dan Peraturan Bank 

Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 tentang Penyedia Jasa Pembayaran (selanjutnya 

disebut “PBI 23/6/PBI/2021”), pemerintah telah menetapkan regulasi yang 

mendukung terselenggaranya sistem pembayaran yang efisien dan adaptif terhadap 

berbagai aspek, guna menjawab dinamika perkembangan ekonomi dan keuangan 

digital.15 

 Perusahaan dompet elektronik atau E-wallet adalah lembaga selain bank yang 

masuk dalam kategori Penyedia Jasa Pembayaran (yang selanjutnya disebut 

sebagai “PJP”). Hal ini sejalan dengan pengertian dari Penyedia Jasa Pembayaran 

dalam PBI 22/23/PBI/2020 dan PBI 23/6/PBI/2021. Penyedia Jasa Pembayaran 

atau PJP adalah bank atau lembaga selain bank (atau badan usaha berbadan hukum 

Indonesia bukan bank) yang menyediakan jasa untuk memfasilitasi transaksi 

pembayaran kepada pengguna jasa. Baik dalam PBI 22/23/PBI/2020 dan PBI 

 
  13Jefry Tarantang, Annisa Awwaliyah, dkk, “Perkembangan Sistem Pembayaran Digital Pada 

Era Revolusi Industri 4.0 Di Indonesia” Jurnal Al-Qardh Vol. 4 No. 1, 2019, hlm. 60, 62 

 14Khairina Natsir dkk, Penggunaan QRIS Sebagai Alat Pembayaran Digital Untuk 

Meningkatkan Produktivitas Umkm, Jurnal Serina Abdimas, Vol. 1, No. 3, Agustus 2023 hlm. 1155 

 15Krisna Sanarta, “Dasar hukum izin e-wallet Bank Indonesia di Indonesia diatur dalam 

Peraturan Bank Indonesia atau PBI 22/23/PBI/2020 dan PBI 23/6/PBI/2021” 

(https://rcs.hukumonline.com/insights/izin-ewallet-bank-indonesia diakses pada 24 Januari 2025, 18.40 

wib) 

https://rcs.hukumonline.com/insights/izin-ewallet-bank-indonesia
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23/6/PBI/2021, kedua peraturan tersebut telah memberikan ketentuan mengenai 

aktivitas apa saja yang dapat dilakukan oleh PJP. Berdasarkan ketentuan yang 

tercantum dalam Pasal 12 ayat (1) PBI 22/23/PBI/2020 serta Pasal 2 ayat (1) PBI 

23/6/PBI/2021, disebutkan bahwa Penyelenggara Jasa Pembayaran (PJP) 

menjalankan kegiatan yang mencakup:16 

1. Penyediaan informasi mengenai sumber dana; 

2. Layanan inisiasi pembayaran dan/atau layanan akseptasi pembayaran 

(acquiring); 

3. Pengelolaan sumber dana; dan/atau 

4. Penyediaan layanan pengiriman uang (remitansi). 

 Melalui penggunaan dompet digital (E-wallet), masyarakat dapat melakukan 

transaksi hanya dengan memindai kode QR (Quick Response) tanpa perlu 

menggunakan uang tunai. Sistem pembayaran berbasis QR saat ini tengah 

mengalami peningkatan popularitas karena sifatnya yang praktis dan mudah 

digunakan. Umumnya, metode pembayaran QR dalam E-wallet merupakan inovasi 

yang menyederhanakan proses transaksi. Kode QR memiliki berbagai keunggulan, 

seperti kapasitas penyimpanan data yang besar, kecepatan dalam mengumpulkan 

informasi secara akurat, serta daya tahan fisik yang tinggi. Melihat manfaat serta 

efisiensinya, Bank Indonesia telah melakukan standarisasi terhadap penggunaan 

kode QR sebagai bagian dari teknologi dalam sistem pembayaran.17  

 
 16 Ibid 

 17Risma Arum Azzahroo dan Sri Dwi Estiningrum, “Preferensi Mahasiswa Dalam 

Menggunakan Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS) Sebagai Teknologi Pembayaran” 

Jurnal Manajemen Motivasi tahun 2021, Vol. 17, No. 1, hlm. 10, 11. 
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 Dalam melakukan pemrosesan transaksi pembayaran, setiap Penyelenggara 

Jasa Sistem Pembayaran diwajibkan untuk menerapkan manajemen risiko yang 

efektif serta secara konsisten menjaga standar keamanan sistem informasi. Hal ini 

sesuai dengan ketentuan Pasal 18 Peraturan Bank Indonesia Nomor 

18/40/PBI/2016, yang menyatakan bahwa penyelenggara dompet elektronik wajib 

memastikan sistemnya mampu menyimpan data instrumen pembayaran dan 

menampung dana secara aman.18 

 Saat ini, dompet digital (E-wallet) menawarkan beragam fitur yang 

disesuaikan dengan kebutuhan pengguna, seperti pembayaran untuk belanja online 

maupun offline, pembayaran tagihan, transfer dana, layanan hiburan, dan lain 

sebagainya. Keberagaman layanan ini mendorong minat masyarakat untuk beralih 

menggunakan E-wallet sebagai alat transaksi karena dinilai lebih efisien dan efektif. 

Metode pembayaran menggunakan QR dalam E-wallet juga tergolong mudah 

dipahami pengguna hanya perlu melakukan satu kali klik dan mengarahkan kamera 

ponsel untuk memindai QRIS, maka transaksi pun langsung terselesaikan. 

 Menurut Nasution, tingkat intensitas penggunaan serta interaksi antara 

pengguna dan sistem mencerminkan sejauh mana kemudahan dalam 

penggunaannya. Suatu sistem atau teknologi yang dirancang dengan perintah yang 

sederhana akan memberikan kesan bahwa teknologi tersebut mudah dipahami dan 

dioperasikan oleh pengguna.19 

 

 
 18Riska Vebrui Amelia dkk, “Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna E-Wallet Dalam 

Sistem Pembayaran Digital di Indonesia” Jurnal Integrasi Ilmu Syariah (Jisrah) Vol. 4 No. 3, 2023, 

hlm. 363 

 19Ari Syarifudin; Op. Cit, hlm. 7. 
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 Meskipun QRIS memberikan kemudahan dan efisiensi dalam bertransaksi, 

tidak sedikit pengguna yang masih mengalami kendala, termasuk kerugian finansial 

akibat kegagalan sistem. Salah satu kasus nyata yang terjadi adalah kasus yang 

dialami oleh Deni Adi Negara, warga Kota Bekasi, Jawa Barat. 

Pada 8 September 2023, sekitar pukul 00.05 WIB, Deni melakukan transaksi 

menggunakan QRIS dari aplikasi m-BCA ke merchant bernama ROD 

(platform pembayaran trading) sebesar Rp2.500.000. Transaksi tersebut 

dinyatakan gagal oleh sistem m-banking, namun saldo di rekening Deni tetap 

terpotong.20 

 

             
 Gambar 3. Bukti history inbox                    Gambar 4. Bukti history inbox 
 

Deni kemudian segera memeriksa riwayat transaksi (inbox QRIS) dan mutasi 

rekening. Hasilnya, tidak ditemukan bukti transaksi pada QRIS, namun 

terdapat pemotongan saldo yang sesuai dengan nominal transaksi. Deni pun 

menghubungi pihak merchant, namun mereka menyatakan tidak menerima 

dana tersebut.21 

 

Deni langsung menghubungi layanan pelanggan Halo BCA dan diberikan ID 

laporan pengaduan: 2042354321, dengan estimasi waktu penyelesaian 20 hari 

kerja. Deni menyatakan bahwa waktu tersebut terlalu lama, mengingat dana 

tersebut sangat dibutuhkan, dan berharap pihak bank segera menyelesaikan 

proses investigasi.22 

 

 

 
 

 20 Deni Adi Negara, Transaksi QRIS BCA Gagal Tetapi Saldo Terpotong dan Dana Tidak 

Masuk ke Pihak Merchant, (https://mediakonsumen.com/2023/09/14/surat-pembaca/transaksi-QRIS-

bca-gagal-tetapi-saldo-terpotong-dan-dana-tidak-masuk-ke-pihak-merchant), diakses pada tanggal 13 

April 2025 pukul 19.40 Wib) 

 21 Ibid 

 22 Ibid 

https://mediakonsumen.com/2023/09/14/surat-pembaca/transaksi-qris-bca-gagal-tetapi-saldo-terpotong-dan-dana-tidak-masuk-ke-pihak-merchant
https://mediakonsumen.com/2023/09/14/surat-pembaca/transaksi-qris-bca-gagal-tetapi-saldo-terpotong-dan-dana-tidak-masuk-ke-pihak-merchant
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Kasus ini menunjukkan adanya kesenjangan dalam sistem QRIS, terutama 

dalam hal transparansi transaksi, kecepatan penyelesaian sengketa, dan 

perlindungan hak pembeli sebagai konsumen. Meski telah tersedia prosedur 

pengaduan, waktu penyelesaian yang panjang dan ketidakpastian status transaksi 

menciptakan ketidaknyamanan dan risiko bagi pengguna. Selain kasus Deni, 

terdapat beberapa permasalahan sejenis dalam penggunaan QRIS yang tersebar di 

media massa, Berikut disajikan tabel yang menggambarkan berbagai permasalahan 

dalam penggunaan QRIS yang kerap dihadapi. 

Tabel 1. Masalah Pembayaran QRIS 

No Kasus Penggunaan QRIS 
Kisaran Nominal 

Transaksi 
Sektor/Tempat 

1. 

 
Mahasiswi menggunakan struk 

QRIS palsu saat membeli 

makanan di Alun-alun 

Purwokerto 

Rp10.000 – Rp50.000 UMKM (PKL) 

2. 

 

Mantan pegawai bank menipu 

puluhan UMKM di Mataram 

dengan mengubah nominal 

pembayaran QRIS 

Rp20.000 – Rp100.000 
UMKM 

(Toko Retail) 

3. 

 

Penyebaran QRIS palsu di kotak 

amal 38 masjid oleh pelaku di 

Jakarta 

Rp100.000 – Rp500.000 
Filantropi 

(Masjid) 

4. 

 

Transaksi QRIS tertinggi 

mencapai Rp3.000.000 dalam 

satu kali pembayaran menurut 

riset Populix 

Hingga Rp3.000.000 Beragam Sektor 

5. 

 
Kasus kehilangan dana Rp68,5 

juta melalui transaksi QRIS pada 

nasabah BCA 

Rp68.500.000 

Perbankan 

(Kasus 

Keamanan) 

Sumber: Hasil Pengolahan Data, Mei 2025 
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Penggunaan QRIS di berbagai sektor telah menunjukkan dinamika yang 

beragam, termasuk potensi penyalahgunaan oleh oknum yang tidak bertanggung 

jawab. Di sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), terdapat kasus di 

Purwokerto di mana seorang mahasiswi melakukan penipuan dengan menggunakan 

struk QRIS palsu saat membeli makanan di kawasan Alun-alun dengan nominal 

transaksi berkisar antara Rp10.000 hingga Rp50.000 (Kompas).23 Kasus serupa 

juga terjadi di Mataram, di mana mantan pegawai bank menipu puluhan pelaku 

UMKM dengan cara mengubah nominal pembayaran QRIS, dengan nilai transaksi 

berkisar antara Rp20.000 hingga Rp100.000 (Kompas).24 

Di sektor filantropi, penyalahgunaan QRIS tercatat dalam bentuk penyebaran 

kode QRIS palsu pada kotak amal di 38 Masjid yang tersebar di wilayah Jakarta. 

Dalam kasus ini, pelaku menargetkan donasi masyarakat dengan nilai transaksi 

antara Rp100.000 hingga Rp500.000 (Detik).25 Selain itu, riset yang dilakukan oleh 

Populix mengungkapkan bahwa nilai transaksi QRIS dapat mencapai hingga 

Rp3.000.000 dalam satu kali pembayaran, yang terjadi di berbagai sektor, 

menunjukkan skala penggunaan QRIS yang kian meluas dan beragam (Liputan6).26 

 
  23 Fadlan Mukhtar Zain dan Sari Hardiyanto, "Penipuan Modus QRIS Palsu di Purwokerto 

Berakhir Damai", (https://regional.kompas.com/read/2024/05/31/070200278/penipuan-modus-QRIS-

palsu-di-purwokerto-berakhir-damai) diakses pada tanggal 11 Juni 2025 pukul 19.20 Wib 

  24 Idham Khalid dan Sari Hardiyanto, "Mantan Pegawai Bank BUMN Tipu Puluhan UMKM 

di Mataram, Modus Pembayaran QRIS",  

(https://regional.kompas.com/read/2024/01/21/150342178/mantan-pegawai-bank-bumn-tipu-puluhan-

umkm-di-mataram-modus-pembayaran-QRIS) diakses pada tanggal 11 Juni 2025 pukul 19.40 Wib 
  25 Kadek Melda Luxiana, “3 Catatan Kemenag Usai Kasus Penempelan QRIS Amal Palsu 

Terungkap"(https://news.detik.com/berita/d-6668280/3-catatan-kemenag-usai-kasus-penempelan-

QRIS-amal-palsu-terungkap) diakses pada tanggal 11 Juni 2025 pukul 20.12 Wib 

  26 Agustina Melani, “Populix: Nilai Transaksi Tertinggi QRIS Sentuh Rp 3 Juta dalam Satu 

Kali Pembayaran” (https://www.liputan6.com/bisnis/read/5629132/populix-nilai-transaksi-tertinggi-

QRIS-sentuh-rp-3-juta-dalam-satu-kali-pembayaran) diakses pada tanggal 11 Juni 2025 pukul 20.55 

Wib 

 

https://regional.kompas.com/read/2024/05/31/070200278/penipuan-modus-qris-palsu-di-purwokerto-berakhir-damai
https://regional.kompas.com/read/2024/05/31/070200278/penipuan-modus-qris-palsu-di-purwokerto-berakhir-damai
https://regional.kompas.com/read/2024/01/21/150342178/mantan-pegawai-bank-bumn-tipu-puluhan-umkm-di-mataram-modus-pembayaran-qris
https://regional.kompas.com/read/2024/01/21/150342178/mantan-pegawai-bank-bumn-tipu-puluhan-umkm-di-mataram-modus-pembayaran-qris
https://news.detik.com/berita/d-6668280/3-catatan-kemenag-usai-kasus-penempelan-qris-amal-palsu-terungkap
https://news.detik.com/berita/d-6668280/3-catatan-kemenag-usai-kasus-penempelan-qris-amal-palsu-terungkap
https://www.liputan6.com/author/melani
https://www.liputan6.com/bisnis/read/5629132/populix-nilai-transaksi-tertinggi-qris-sentuh-rp-3-juta-dalam-satu-kali-pembayaran
https://www.liputan6.com/bisnis/read/5629132/populix-nilai-transaksi-tertinggi-qris-sentuh-rp-3-juta-dalam-satu-kali-pembayaran
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Namun, risiko keamanan transaksi digital melalui QRIS juga perlu menjadi 

perhatian serius. Salah satu kasus menonjol terjadi pada seorang nasabah BCA yang 

mengalami kerugian sebesar Rp68,5 juta akibat penyalahgunaan QRIS, yang 

menunjukkan adanya celah keamanan dalam sistem pembayaran digital yang dapat 

dimanfaatkan oleh pihak tertentu (Tempo).27 

Permasalahan - permasalahan diatas menyoroti fakta bahwa meskipun QRIS 

dirancang untuk menyederhanakan transaksi digital, masih terdapat celah teknis 

dan hukum yang perlu disempurnakan. Beberapa isu krusial antara lain: 

1. Minimnya transparansi status transaksi secara real-time. 

2. Lambatnya respon dan solusi dari pihak penyelenggara pembayaran. 

3. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang hak hukum mereka sebagai 

konsumen. 

4. Belum optimalnya integrasi regulasi antara BI, OJK, dan UU Perlindungan 

Konsumen. 

Dalam konteks ini, ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tetap 

berlaku dan dapat dijadikan dasar hukum bagi konsumen, khususnya pembeli, yang 

mengalami kerugian sebagai akibat dari QRIS dalam transaksi elektronik. Undang-

undang tersebut memberikan perlindungan hukum kepada pembeli dalam 

memperoleh keamanan, kenyamanan, dan kepastian hukum dalam setiap transaksi 

 
  27 Moh Khory Alfarizi dan Defara Dhanya Paramitha, “Nasabah BCA Hilang Duit Rp 68,5 

Juta Karena Transaksi QRIS, Fraud atau Salah Sistem” (https://www.tempo.co/ekonomi/nasabah-bca-

hilang-duit-rp-68-5-juta-karena-transaksi-QRIS-fraud-atau-salah-sistem--119544) diakses pada tanggal 

11 Juni 2025 pukul 20.55 Wib 

https://www.tempo.co/ekonomi/nasabah-bca-hilang-duit-rp-68-5-juta-karena-transaksi-qris-fraud-atau-salah-sistem--119544
https://www.tempo.co/ekonomi/nasabah-bca-hilang-duit-rp-68-5-juta-karena-transaksi-qris-fraud-atau-salah-sistem--119544
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digital yang menggunakan sistem pembayaran berbasis QRIS. Oleh karena itu, 

apabila terjadi kerugian yang disebabkan oleh kesalahan sistem, penyalahgunaan 

data, atau kelalaian pelaku usaha dalam menyediakan layanan pembayaran digital, 

maka pembeli berhak untuk menuntut ganti rugi sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku. Untuk lebih memperjelas aspek hukum perlindungan konsumen dalam 

kasus ini, maka pokok-pokok penting dari Undang-Undang Perlindungan 

Konsumen dapat dapat disimpulkan dalam table berikut : 

Tabel 2. Pengaturan perlindungan pembeli 

Dasar Hukum UUPK Jenis Perlindungan 

Pasal 4 
Hak atas kenyamanan, keamanan, informasi, dan 

ganti rugi 

Pasal 7 
Kewajiban pelaku usaha untuk memberi informasi 

dan kompensasi 

Pasal 19 Tanggung jawab atas kerugian konsumen 

Pasal 62 Ancaman sanksi bagi pelanggar 

Sumber: Hasil Pengolahan Data, Mei 2025 

Perlindungan konsumen bagi pembeli yang dirugikan akibat penggunaan 

QRIS dalam transaksi elektronik diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 

1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) serta diperkuat oleh regulasi dari 

Bank Indonesia. Seperti Peraturan Bank Indonesia No. 23/6/PBI/2021 tentang 

Penyelenggaraan Sistem Pembayaran adalah Menetapkan bahwa penyelenggara 

sistem pembayaran wajib menjamin keamanan transaksi dan menyediakan 

mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif dan efisien. Perlindungan 

Konsumen menjadi dasar hukum utama dalam memberikan jaminan perlindungan, 

kepastian, dan ganti rugi terhadap konsumen yang mengalami kerugian akibat 
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penggunaan QRIS. Namun dalam praktiknya, ketentuan ini masih memiliki 

keterbatasan, terutama dalam konteks transaksi digital dan layanan keuangan 

berbasis teknologi. 

Berdasarkan hasil penelusuran penulis, Atas dasar hal-hal yang telah 

dijelaskan di atas, maka penulis tertarik untuk menulis penelitian tesis ini dengan 

judul: “KEAMANAN PENGGUNAAN QRIS SEBAGAI SISTEM 

PEMBAYARAN NON-TUNAI DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, dalam penelitian ini akan mengangkat 

permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pembeli yang dirugikan akibat 

menggunakan QRIS sebagai sistem pembayaran non-tunai pada transaksi 

elektronik? 

2. Bagaimana upaya hukum sebagai pembeli yang dirugikan dalam transaksi 

menggunakan QRIS? 

3. Bagaimana konsep pengaturan transaksi pembayaran elektronik 

menggunakan QRIS yang memberikan jaminan perlindungan bagi pembeli? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian dari rumusan masalah tersebut diatas adalah sebagai 

berikut: 

1. Untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap pembeli yang dirugikan 

akibat menggunakan QRIS sebagai sistem pembayaran non-tunai pada 

transaksi elektronik. 
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2. Untuk menganalisis upaya hukum sebagai pembeli yang dirugikan dalam 

transaksi menggunakan QRIS. 

3. Untuk menganalisis konsep pengaturan transaksi pembayaran elektronik 

menggunakan QRIS yang memberikan jaminan perlindungan bagi pembeli. 

 

D. Manfaat penelitian 

1. Secara Teoritis 

Penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan manfaat mengenai 

keamanan transaksi elektronik dalam perspektif hukum dan teknologi informasi 

terkhususnya hukum Perbankan dalam perlindungan konsumen, Untuk sumbangan 

pengetahuan, wawasan, informasi serta refrensi selanjutnya khususnya pelaku 

usaha serta pembeli mengenai Keamanan Penggunaan QRIS Sebagai Sistem 

Pembayaran Non-Tunai Dalam Transaksi Elektronik, tanpa menutup kemungkinan 

menyinggung pula hal-hal yang ada kaitannya tersebut. 

2. Secara Praktis 

a. Pembeli (konsumen) 

Bagi Pembeli (konsumen), QRIS memberikan kemudahan dan 

kecepatan dalam bertransaksi, serta meningkatkan keamanan karena 

mengurangi risiko pencurian atau kehilangan uang tunai. namun tetap 

lebih berhati-hati agar tidak terjadi kesalahan dan kehilangan saldo. 

b. Masyarakat Umum  

untuk Memberikan pemahaman tentang keamanan penggunaan QRIS 

sebagai sistem pembayaran non-tunai, sehingga masyarakat dapat 

lebih selektif dan waspada dalam bertransaksi elektronik. 
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c. Pelaku bisnis (merchant) 

Bagi Pelaku bisnis (pedagang) QRIS memudahkan proses transaksi 

dan meningkatkan efisiensi, mengurangi waktu transaksi dan biaya 

administrasi. namun diharapkan dapat dijadikan sebagai suatu 

evaluasi mengenai sistem pembayaran melalui QRIS (Quick Response 

Code Indonesia Standard) yang tidak aman. 

d. Pengembang QRIS 

Memberikan masukan untuk pengembangan sistem keamanan 

transaksi yang lebih baik dan penanganan kasus kegagalan transaksi 

yang lebih efisien. 

 

E. Kerangka teoritis dan konseptual 

Kerangka Teoritik Kerangka teoritik adalah konsep-konsep yang sebenarnya 

merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang bertujuan untuk 

mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan 

oleh peneliti.28 

a. Grand Theory 

1. Teori Perlindungan Hukum 

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, negara dan warga negaranya 

memiliki hubungan hukum yang harus dijalankan. oleh karena itu, perlindungan 

hukum menjadi hal yang sangat penting karena merupakan hak setiap warga negara. 

Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila harus mengutamakan 

 
 28 Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, Bandung: Alfabeta, 2022, 

hlm. 63. 
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keseimbangan antara hak dan kewajiban, perlindungan hukum sebagai unsur yang 

sangat penting dengan menjamin hak-hak hukum setiap warga negaranya.29 

Menurut Philipus M. Hadjon, mengemukakan bahwa perlindungan hukum 

adalah upaya untuk melindungi hak-hak hukum warga negara dari tindakan yang 

sewenang-wenang dan melanggar hukum oleh pemerintah maupun pihak lain. 

Philipus M. Hadjon membedakan perlindungan hukum menjadi dua bentuk 

utama:30 

1. Perlindungan Hukum Preventif merupakan Bentuk perlindungan ini 

bertujuan mencegah terjadinya sengketa dengan memberikan 

kesempatan kepada rakyat untuk mengajukan keberatan atau pendapat 

sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. 

Perlindungan preventif sangat penting dalam negara kesejahteraan 

karena pemerintah memiliki peran aktif dalam kehidupan sosial ekonomi 

masyarakat. 

2. Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan yang bertujuan 

untuk menyelesaikan sengketa yang telah terjadi, biasanya melalui 

mekanisme peradilan umum atau peradilan administrasi. Dalam sistem 

hukum common law, perlindungan represif lebih menonjol karena 

didasarkan pada prinsip equality before the law, dan peran hakim 

menjadi sangat sentral dalam menyelesaikan perselisihan secara adil. 

 
  29 Hadjon, Philipus M. (2022). Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia. Jakarta: 

Rajawali Pers, hlm. 30–35. 

  30 Ibid, hlm. 36–42. 
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Dari penjelasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa perlindungan hukum 

merupakan segala bentuk usaha untuk melindungi harkat dan martabat manusia 

dengan mengakui hak asasi manusia serta menjunjung keadilan dalam sistem 

hukum. Adapun ruang lingkup dari teori perlindungan hukum ini untuk menjawab 

bagaimana Perlindungan hukum terhadap pembeli yang dirugikan akibat 

menggunakan QRIS sebagai sistem pembayaran non-tunai pada transaksi 

elektronik. 

b. Middle Range Theory 

 Middle Range Theory merupakan teori yang digunakan agar pembahasan 

menjadi lebih fokus dan mendetail atas suatu grand theory. Dalam penelitian ini 

ialah menggunakan teori sebagai berikut: 

1. Teori Kepastian Hukum 

  Teori kepastian hukum menurut Satjipto Rahardjo merupakan salah 

satu konsep fundamental dalam pemikiran hukum Indonesia. Rahardjo, sebagai 

tokoh aliran hukum progresif, memiliki pandangan yang cukup kritis terhadap 

konsep kepastian hukum tradisional.31 

  Menurut Satjipto Rahardjo, kepastian hukum tidak boleh dipahami 

secara kaku dan formalistik semata. Ia berpendapat bahwa kepastian hukum 

yang sejati harus mampu memberikan rasa keadilan bagi masyarakat, bukan 

sekadar kepastian prosedural atau tekstual belaka. dalam pandangannya, hukum 

harus bersifat progresif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.32 

 
 31 Rahardjo, Satjipto. Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007, hlm. 123. 

 32 Ibid, 
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  Rahardjo mengkritik pemahaman kepastian hukum yang terlalu 

menekankan aspek legalitas formal tanpa memperhatikan substansi keadilan. Ia 

mengatakan bahwa kepastian hukum yang hanya berfokus pada bunyi pasal-

pasal undang-undang dapat menghasilkan ketidakadilan dalam praktiknya. Oleh 

karena itu, penegak hukum harus memiliki keberanian untuk melakukan 

terobosan hukum demi mencapai keadilan substantif.33 

  Dalam teori hukum progresifnya, Rahardjo menekankan bahwa 

kepastian hukum harus diimbangi dengan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan 

sosial. Hukum tidak boleh menjadi instrumen yang kaku dan tidak peka terhadap 

dinamika masyarakat. Kepastian hukum yang ideal adalah yang mampu 

memberikan perlindungan dan keadilan bagi semua lapisan masyarakat, 

terutama kelompok yang lemah dan marginal.34 

  Teori kepastian hukum menurut Satjipto Rahardjo sangat relevan dalam 

menganalisis keamanan penggunaan QRIS sebagai sistem pembayaran non-tunai 

dalam transaksi elektronik. Dalam konteks ini, kepastian hukum tidak cukup 

hanya terpaku pada aturan teknis dan prosedural yang mengatur QRIS, 

melainkan harus memberikan rasa keadilan dan perlindungan yang nyata bagi 

para pengguna. 

 

 

 

 
 33 Ibid, hlm 125 

 34 Ibid, hlm 127 
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c. Applied Theory 

1. Teori kontrak 

  Teori kontrak adalah kajian konseptual dalam ilmu hukum yang 

menjelaskan dasar pembenaran, sifat, serta hubungan hukum antara para pihak 

dalam perjanjian atau kontrak. Dalam hukum perdata, teori-teori ini penting 

untuk memahami mengapa suatu kontrak mengikat dan bagaimana hak serta 

kewajiban para pihak ditentukan. Sedangkan menurut Michael D. Bayler kontrak 

sebagai aturan hukum yang berkaitan dengan pelaksaan perjanjian atau 

persetujuan.35 Dari teori kontrak ada salah satu asas – asas atau prinsip perjanjian 

yang menjadi dasar peyusunan kontrak, yaitu 

a. Asas Kebebasan Berkontrak 

  Asas kebebasan berkontrak dikenal dengan istilah open system atau 

freedom of contract. Berdasarkan asas ini para pihak berhak menentukan apa 

saja yang ingin diperjanjian dan sekaligus untuk menentukan apa yang tidak 

dikehendaki untuk dicantumkan di dalam perjanjian, namun tidak berarti tidak 

tanpa batas. Dalam hal ini, negara turut campur untuk melindungi pihak yang 

lemah atau untuk mencapai tujuan-tujuan kepentingan umum yang lebih luas, 

kepatutan, dan kesusilaan. Dalam KUH Perdata, asas kebebasan berkontrak 

diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata, menentukan:36 

a) Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku seba-gai undang-undang 

bagi mereka yang membuatnya. 

 
  35 Joni Emirzon dan Muhammad sadi Is, Hukum Kontrak Teori dan Praktik, Kencana: Jakarta, 

2021, hlm. 10 

  36 Ibid, hlm 25 
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b) Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua 

belah pihak, atau karena alasan-alasan yang undang-undang dinyatakan 

cukup untuk itu. 

c) Persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan ik-tikad baik. 

 Selain dibatasi oleh Pasal 1338 KUH Perdata, juga terdapat bidang-bidang 

tertentu yang tidak memungkinkan diterapkan asas kebebasan berkontrak, seperti 

future trading. Future trading merupakan suatu perjanjian di mana penjual akan 

menyerahkan kepada pembeli dan pembeli akan menerima dari penjual sejumlah 

komoditas dengan jumlah dan kualitas yang telah distandardisasi pada waktu yang 

akan datang. Dengan demikian, setiap perjanjian yang disepakati tetap akan sah jika 

memenuhi persyaratan yang akan ditentukan perundang-undangan. Karena asas 

kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para 

pihak untuk:37 

1) Membuat perjanjian atau tidak membuat perjanjian. 

2) Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang 

bagi mereka yang membuatnya. 

3) Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua 

belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan 

cukup untuk itu. 

4) Persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan ik-tikad baik. 

 

 
 37 Ibid, hlm 26 
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  Sutan Remy Sjahdeini menjelaskan ruang lingkup asas kebebasan 

berkontrak sebagai berikut: 

a. Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjan-jian. 

b. Kebebasan untuk memilih dengan pihak siapa ia ingin membuat 

perjanjian. 

c. Kebebasan untuk memilih kausa perjanjian yang akan dibuatnya. 

d. Kebebasan untuk menentukan objek suatu perjanjian. 

e. Kebebasan untuk menentukan bentuk suatu perjanjian. 

f. Kebebasan untuk menerima atau menyimpangi ketentuan undang-

undang yang bersifat opsional. 

 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Berdasarkan permasalahan peneliti, jenis penelitian ini termasuk dalam 

penelitian hukum yuridis normatif. Jenis penelitian ini dicirikan sebagai penelitian 

yang temuan penelitiannya didapat dari meneliti bahan pustaka atau data 

sekunder.38 

Berdasarkan karakteristik penelitiannya, penulis menerapkan metode 

penelitian preskriptif yang bertujuan menggambarkan atau merumuskan suatu 

permasalahan sesuai dengan kondisi atau fakta yang ada. Sebagai ilmu yang bersifat 

 
 38 Jonaedi Efendi, “Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris”, Jakarta: Prenada 

Media, 2018, hlm. 149. 
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preskriptif, yurisprudensi mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, aturan 

hukum, serta konsep dan norma hukum. Penelitian preskriptif yang digunakan oleh 

peneliti bersifat kualitatif dan melibatkan proses berpikir ilmiah secara kritis.39 

2. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan Penelitian adalah metode penelitian yang dimaksudkan guna 

melalkukan pendekatan terhadap isu hukum yang tengah diteliti dan kemudian 

dikaji dari berbagai sudut pandang hukum yang memiliki hubungan dengan isu 

hukum yang diteliti oleh peneliti. Dalam penelitian ini, pendekatan penelitian yang 

akan digunakan adalah sebagai berikut: 

a) Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) 

Dalam pembahasan penelitian ini digunakan pendekatan undang-

undang (statute approach). Pendekatan undang-undang (statute approach) 

adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara mempelajari semua Peraturan 

Undang-Undang dan segala aturan yang memiliki hubungan dengan isu hukum 

yang menjadi objek kajian penelitian,40 yang berkaitan dengan Peraturan Bank 

Indonesia dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan 

Konsumen serta Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan Berdasarkan 

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa 

Keuangan 

 

 

 
 39 Solimun dkk, Metodologi Penelitian Kuantitatif Perspektif Sistem: Mengungkap Novelty 

dan Memenuhi Validitas Penelitian, Malang: Universitas Brawijaya Press, 2018, hlm. 5. 

 40 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2021, hlm. 24. 
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b) Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach) 

Pendekatan konseptual didasarkan pada berbagai pandangan dan doktrin 

yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan dan 

doktrin tersebut, peneliti dapat menemukan gagasan-gagasan yang membentuk 

pengertian, konsep, dan prinsip-prinsip hukum yang relevan dengan 

permasalahan yang sedang dihadapi. Pemahaman terhadap pandangan dan 

doktrin ini menjadi dasar bagi peneliti dalam menyusun argumen hukum untuk 

menyelesaikan isu yang ada.41 

c) Pendekatan Futuristik 

Pendekatan futuristik yaitu bahwa hukum harus bisa mengikuti 

perkembangan zaman, harus dapat mencakup bentuk-bentuk kegiatan hukum, 

maupun tindakan melawan hukum yang baru akan ada di masa depan.42 

3. Bahan-Bahan Hukum 

a) Bahan Hukum Primer 

 

Sebagai landasan hukum, bahan hukum primer yang digunakan yaitu: 

1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

2) Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/23/PBI/2020 Tahun 2020 

3) Peraturan Bank Indonesia Nomor. 18/40/PBI/2016 

4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 

5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 

6) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan 

Konsumen 

7) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 

8) Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 Tahun 2021 

 
 41 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Prenada Media, 2017, hlm. 95. 

 42 Ibid 
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9) berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait 

dengan penelitian ini. 

 

b) Bahan Hukum Sekunder 

 

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan lewat tulisan yang telah 

dipublikasikan oleh para ahli maupun pemerintah.43 Data sekunder juga penulis 

temukan dalam penelusuran bahan di perpustakaan dan pusat dokumentasi. 

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku, 

artikel jurnal, dan dokumen. Kegunaan bahan hukum sekunder ini adalah untuk 

menggali landasan teori dan memahami pendapat para ahli atau tulisan-tulisan 

yang berkaitan dengan masalah penelitian dalam tesis ini.  

c) Bahan Hukum Tersier 

 

Bahan hukum tersier juga digunakan sebagai bahan penunjang 

pencarian sumber bacaan pada penelitian ini. Bahan hukum tersier adalah 

bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer 

dan sekunder yaitu ensiklopedia, dan lain-lain yang ada relevansinya dengan isu 

hukum dalam penelitian ini.44 

4. Teknik Pengumpulan Bahan-Bahan Hukum 

 

Alat pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi dokumen 

dan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum. Studi dokumen digunakan 

untuk memperoleh data sekunder dengan membaca, mempelajari, meneliti, 

mengidentifikasi dan menganalisis data sekunder yang berkaitan dengan materi 

 
 43 Zainuddin Ali, Op.Cit., hlm. 11. 

 44 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta : Prenada Media, 2017, hlm. 30-32 



27 
 

penelitian. Studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum dilakukan pada baik 

bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier.45 

 

5. Teknik Analisis Bahan-Bahan Hukum 

 

Setelah data penelitian terkumpul, peneliti melakukan pengelolaan dan 

analisis terhadap data yang telah diperoleh. Metode yang digunakan untuk 

analisis data adalah metode kualitatif. Penelitian kualitatif sendiri bertujuan 

untuk menggambarkan, menjelaskan, dan menganalisis kondisi, fenomena, 

peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, serta pemikiran baik 

secara individu maupun kelompok.46 Peneliti memilih metode penelitian 

kualitatif karena pendekatan ini memungkinkan penggambaran suatu peristiwa 

secara lebih mendalam. Selain itu, dalam penelitian kualitatif, peneliti dapat 

memahami kondisi yang terjadi dengan lebih baik dan berperan sebagai 

instrumen utama dalam proses penelitian. 

6. Teknik Penarikan Kesimpulan 

 

Penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif, yaitu berpijak dari 

ketentuan hukum atau proposisi umum yang berlaku secara normatif, lalu diuji 

secara kritis terhadap realita dan fakta khusus dalam penggunaan QRIS sebagai 

alat pembayaran elektronik, hingga akhirnya ditarik kesimpulan yang bersifat 

lebih khusus.47 

 
 45Ibid, hlm. 105-110 

 46 Suteki dan Galang Taufani, Metodologi Penelitian Hukum, Filsafat, Teori Dan Praktik. 

Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2018, hlm. 139. 

 47 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta : Prenada Media, 2017, hlm. 30-32, 

hlm. 210-211 
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